
 

 

 

 

BUPATI BLORA 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI BLORA 

NOMOR  24  TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2020 

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA 

TAHUN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BLORA, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja, telah ditetapkan 

Peraturan Bupati Blora Nomor 44 Tahun 2020 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Kabupaten Blora Tahun 2021; 

b. bahwa berdasarkan hasil fasilitasi Gubernur Jawa 

Tengah terhadap Rancangan Peraturan Bupati 

Blora tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Kabupaten Blora Tahun 2021 dan berdasarkan 

hasil evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Kabupaten Blora Tahun 2021 serta agar 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan 

pengawasan pembangunan berjalan secara 

konsisten, maka beberapa ketentuan dalam 

Peraturan Bupati Blora Nomor 44 Tahun 2020 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Kabupaten Blora Tahun 2021 perlu diubah dan 

disesuaikan;  

 

 



c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 

Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 44 Tahun 2020 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Kabupaten Blora Tahun 2021; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 

tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang 

dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

 

 

 



6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 

tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 

2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 1447); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah  

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1781); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 

2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 

2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Blora Nomor 2); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 

2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010-

2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 

2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Blora Nomor 7); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora Tahun 

2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora 

Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Blora Nomor 10); 

 

 



13. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 

Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 6); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 

Tahun 2021  tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Blora Tahun 2021-2041 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora 

Nomor 5); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2020 

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN BLORA TAHUN 2021. 

  Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 44 

Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Kabupaten Blora Tahun 2021 (Berita Daerah 

Kabupaten Blora 44 Tahun 2020 Nomor 44) diubah 

sebagai berikut: 

  1.  Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 

4 berbunyi sebagai berikut: 

   Pasal 4 

(1) Sistematika perubahan RKPD disusun sebagai 

berikut :  

BAB I : PENDAHULUAN; 

BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN 

RKPD TRIWULAN DUA TAHUN 

2021; 

BAB  III : KERANGKA EKONOMI DAN 

KEUANGAN DAERAH; 

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS 

PEMBANGUNAN DAERAH; 

BAB V : RENCANA KERJA DAN 

PENDANAAN DAERAH; 

BAB VI : PENUTUP. 

(2) Uraian perubahan RKPD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini 



  2.  Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga 

menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

  
Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora. 

 

Ditetapkan di Blora  

pada tanggal 23 Juli 2021  

BUPATI BLORA, 
         

      Cap Ttd. 
 
ARIEF ROHMAN 

 

Diundangkan di Blora 

pada tanggal 23 Juli 2021 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA, 

                              Cap Ttd. 

           KOMANG GEDE IRAWADI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2021 NOMOR 24 

 

Sesuai dengan aslinya 

Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora 

 

 

BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si. 

NIP. 19760905 199903 2 004 


